WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Menimbang

Mengingat
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 telah diatur prosedur
dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b perlu melakukan pengaturan
mengenai Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama,;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 téntang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang .....
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomeor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2016 tentang Penoenalan Lingoln ingan Selolah Ram
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Siswa Baru (Berita Negara Republik Indone31a Tahun 2016
Nomor 839);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2016 tentang Standar Kopetensi Lulusan
Pendidilkzan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomeor 954);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 955);

12. Peraturan .....




12. Peraturan Menteri Pendidikan d

13.

an Kebudayaan Nomor 23
g Standar Penilaian Pendidikan (Berita
donesia Tahun 2016 Nomor 897);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah

Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 6); '

Tahun 2016 tentan
Negara Republik In

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
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Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
Walikota adalah Walikota Palembang.
Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota
Palembang.
Kepale Dings Pendidiken adealeh Ke
Kota Palembang.
Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia
dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
program nendidikan hagi anak bherusia 4 (empat} tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun.
Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.
Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar
yang diakui sama atau setara SD atau MI.
Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya
disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru
pada TK, SD dan SMP Negeri di Kota Palembang.
Calon Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru
yang akan diterima pada satuan pendidikan TK, SD dan
SMP dengan memenuhi kreteria, persyaratan dan
ketentuan sesuai jenis satuan pendidikan yang dituju.
Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang
terdaftar ujian nasional atau sebutan lain kegiatan
pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata
pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada
Standar Kompetensi Lulusan pada satuan kelas dalam
satu sekolah.
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g:;idillzoall{;;ahpend;dlk? o yane selanjutnya disingkat
Kementerian Per?gia(li'llt SISth B b o Je aE dilielota leh
data  satuan endiclii lim an Kebudayaan yang memuat
tenaga ke c?'d' an, peserta d1.d1k, pquldlk dan
pendidikan, dan substansi pendidikan yang
datanya bfersumber dari satuan pendidikan yang terus
menerus diperbaharui secara online.
Pendudpk_ Kota Palembang adalah Penduduk yang
berdomisili di Kota Palembang.
Jalur zonasi adalah yang diperuntukan bagi peserts didik
yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan
pemerintah kota untuk memasuki sekolah tertentu.
Jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukan bagi
peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang
mampu.
Jalur perpindahan orang tua/wali adalah jalur yang
dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi,
lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan atau
surat keterangan dari pejabat pemerintah yang
berwenang.
Jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukan bagi calon
peserta didik baru yang mempunyai prestasi akademik
dan non akademik.
Nilai Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan
yang selanjutnya disebut Nilai US/M/PK adalah angka
yang diperoleh dari ujian sekolah/madrasah/pendidikan
kesetaraan yang dicantumkan dalam sertifikat Hasil ujian
sekolah /madrasah/pendidikan kesetaraan.
ljazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang
menyatakan bahwa seorang peserta didik baru yang telah
menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan
setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah
jaringan yang iernubung nelalui jejaring  kKomputer,
internet dan teknologi informasi lainya.
Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah
Metode tatap muka tanpa melalui jejaring komputer,
internet dan teknologi informasi lainya.
Juara adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi di
bidang akademik dan non-kademik, yang diselenggarakan
oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan
organisasi yang dibentuk oleh pemerintah tidak termasuk
kategori terbaik.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

agian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

(1) PPDB dilaksanakan secara:

a. objektif;
b. transparan; dan

c. akuntabel.
(2) PPDB....




(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara
khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari
kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan

usia:

a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima)
tahun untuk kelompok A; dan

b. paling rendah S (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam)
tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

(1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus

memenuhi persyaratan usia:

a. 7 (tujuh) tahun; atau

b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli
tahun berjalan.

(2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan
penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD
yang berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan:

a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
b. kesiapan psikis.

(3) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau
bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi
tertulis dari psikolog profesional.

(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan
oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi

persyaratan:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1
Juli tahun berjalan; dan

b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain
vang sederajat.

Pasal 6

(1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan:
a. alktg Lkelghiran; atau
b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala
desa atau pejabat setempat lain yang berwenang
sesuai dengan domisili calon peserta didik.
(2.) Persvaratan usia sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria
a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 7 ....




Pasal 7

Persyar_gl_tal:l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
harus dibuktikan dengan:

a. ijazah; dan/atau
b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Calon peserta didik baru kelas
7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri
harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

(2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur
jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk Calon
peserta didik baru SMP.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) berlaku untuk calon peserta didik Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 9

Bagi sekolah yang menerma peserta didik waiga negara
asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan
Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang
diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga
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dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan

dari ketentuan persyaratan:

a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4
ayat (1), Pasal S huruf a; dan

b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru
Paragraf 1
Umum

Pasal 11
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pendaftaran PPDB.
(2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. zonasi;
b. atfirmasi;
c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
d. prestasi.

Pasal 12 ....




Pasal 12

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2)

(3)

(2) huruf a terdiri atas:

a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen) dari daya tampung sekolah; dan

b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari daya tampung sekolah.

Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari

daya tampung sekolah.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling banyak

5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (3), Pemerintah Kota dapat membuka jalur

prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf d.

Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4),
tidak berlaku untuk jalur pendaftaran penerimaan calon
peserta didik baru pada TK dan kelas I (satu) SD.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 14

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana
dimaksud dalam Pagal 11, dikecualikan untulk:
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sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

sekolah kerjasama;

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan

khusus; dan

e sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah
tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik
dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi

sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah

tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik

dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Walikota melalui

Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan dan

dilaporkan kepada Direktorat Jenderal yang menangani

bidang pendidikan anak usia dini, dasar.

aocoe

Paragraf 2
Jalur Zonasi
Pasal 15

PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi c
penerimaan calon peserta didik baru yang berdomisili di
dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota.

Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal
pendaftaran PPDB.

(3) Dalam ....




(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

3)

(4)

Dalam hal. kartu_ k_eluarga sebagaimana dimaksud pada
iyal:1 (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena
€adaan tertentu, maka dapat diganti d

keterangan domisili. “ _ chsan surat
Keaf:laan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:

a. bencana alam; dan/atau

b. bencana social.

Pasal 16

Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3) diterbitkan oleh Lurah atau pejabat yang
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Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik
yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1
(satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan
Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki
kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1
(satu) wilayah yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 17

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur
pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi
dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta
didik dapai melakukan pendaiiaran ProODB melaiut:

a. jalur afirmasi; dan

b. jalur prestasi.

di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang
memenuhi persyaratan.

Pasal 18

Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang

oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya,

dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik

dengan sekolah.

Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memperhatikan:

a. sebaran sekolah;

b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan

c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan
dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada
setiap jenjang di daerah tersebut.

Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya

memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam

penetapan wilayah zonasi sesual dengan jenjang

pendidikan.

Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah

menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah

ditetapkan.

Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling

lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka

pendaftaran PPDB.

e A =
{0) Dataim ....




(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Dalam_ menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang
sebggalmana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan
melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala
sekolah. ' ’ *
Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan
%(al?upaten/ kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap
Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah
Daerah.

Walikota melalui Dinas Pendidikan melaporkan penetapan
wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian
yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan
pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Jalnr Afirmaeci

Pasal 19

PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta
didik baru:

a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan

b. penyandang disabilitas.

Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan
peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar
wilayah zonasi sckolah yang bersangkutarn.

Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui
jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang
ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Jalur Afirmasi, maka
penentuan peserta didik dilakukan dengan
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yang terdekat dengan sekolah.
Pasal 20

Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi
tidak mampu sebagaimana dimaksud daiam Pasai 19 ayat
(1) huruf a wajib menyertakan:

a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah
Kota; dan

b. sural pernyaiaan darn orang tua/wall peseria didik
yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika
terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam
program penanganan keluarga tidak mampu.

Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti

keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan

keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, sekolah bersama Dinas Pendidikan wajib

melakukan verifikasi data dan lapangan serta

menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan

noratiiran namindana_indanacan
Pridciuicua MYi ivucia g auacagaiia.

Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam
program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 ....




(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(9)

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 21

Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf ¢ dibuktikan
uktik
penugasan dari: ikan dengan surat

a. instansi;

b. lembaga;

c. kantor; dan/atau

d. perusahaan yang mempekerjakan.

Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas
orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk
calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali
mengajar.

Penentuan peserta didik dalam Jalur perpindahan tugas
orang tua/wali diprioritaskan pada Jarak tempat tinggal
calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 22

Caion peserta didik baru yang mempunyai presiasi
diberikan peluang untuk mengikuti seleksi berdasarkan
prestasi yang dimiliki.
Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. bidang akademik adalah ilmu pengetahuan dan
teknologi yang meliputi maia pelgjaran Matematika,
[Imu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam,
Siswa Teladan/Berprestasi, dan Lomba Cerdas
Cermat.
b. bidang non akademik, meliputi:
1. estetika adalah mata pelajaran bahasa dan sastra,
seni musik, seni tari, seni rupa, seni kriya, dan
seni teater;
2 olah raga dan kesehatan; dan
3. bidang kerohanian seperti Musabaqoh Tilawatil
Qur’an, Hafalan Juz pada Al-Qur'an.
Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
prestasi dari individu dan beregu dari kejuaraan yang
diselenggarakan oleh  pemerintah  mulai tingkat
Kabupaten/Kota sampai dengan Internasional yang
didapat dan diperhitunglan herasal dari prestasi calon
peserta didik baru dari jenjang pendidikan setingkat
dibawahnya.
Prestasi yang diperoleh secara beregu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling banyak beranggotakan 25
(dua puluh lima) orang.
Pemberian penghargaan untuk pendaftaran jalur prestasi
atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
sebagai berikut:

a. prestasi ....




a. pregtasi akademik perorangan tingkat Provinsi
Naszgnal atau Internasional vang mendapat prioritas’
apabila jumlah peserta didik yang béprestasi
melamgaui kuota yang tersedia, maka diutamakan
prestasi yang lebih tinggi;

b. prestasi non akademik perorangan tingkat Provinsi,

Nasional atau Internasional mendapat Prioritas
sebagai berikut:

1. juara tingkat provinsi
2. juara II tingkat provinsi; dan
3. juara IIl tingkat provinsi.

C. prestasi non akademik beregu tingkat nasional,
mendapat juara 1, juara 2, juara 3; dan

d. prestasi akademik perorangan tingkat
kabupaten/kota, juara I, juara II, juara III.

Pasal 23

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes
kemampuan akademik.

opoop s

(1)

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
Paragraf 1
Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 24
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pengumuman pendaftaran;

pendaftaran,

seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
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Pasal 25

Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana

,
poy 2 D, ]
dimaksud dalam Pasal 24:

a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang
memungut biaya; dan

b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota
dilarang:

1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang
terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun
perpindahan peserta didik; dan

2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau
buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 ....



(1)

(2)

)

(3)

(4)

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran
Pasal 26

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
dilakukan secara terbuka.

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Kota bagi:

a. Cslekolah yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan;

an

b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
menerima dana bantuan operasional sekolah.

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik

baru dilaksanakan sesuai kalender pendidikan yang

ditetapkan oleh Dinas Pendidikan .

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik

baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan
jenjangnya,;

b. tanggal pendaftaran;

c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur
afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali,
dan/atau jalur prestasi;

d. jumiah daya tampung yang tersedia pada keias 1 {satu)
SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data
rombongan belajar dalam Dapodik; dan

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi
PPDB.

Fengumurman pendaliaran penerimaan calon peserta didik

baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

melalui papan pengumuman sekolah, media cetak
dan/atau media elektronik.

Dl wmm vcams £
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3
Pendaftaran
Pasal 27

Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme

dalam jaringan.
Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  dengan  mengunggah  dokumen  vang

dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman
pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala
Dinas Pendidikan.
Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB
dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan
melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai
dengan persyaratan.

Paragraf 4 .....




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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(4)

Paragraf 4
Seleksi Sesuai Dengan Jalur Pendaftaran
Pasal 28

Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang
tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD
mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas
sebagai berikut:

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
dan

b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah
zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kota.

Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan
nada iarak temnat tinocoal calon neserta didik vango
[ whabahadiN ke ani TasLsp et = = haay r> Teesesas J =+

terdekat dengan sekolah.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak
boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis,
dan/atau berhitung.

Pasal 29

Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7
(tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak

tarmnat f!nn’no] tardal-at 'lra anal-nlalh Ao]om wrilasrah zanaar
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yang ditetapkan.

Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan
sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka
seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir
menggunakan usla peseria didik  yang lebih tua
berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 30
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jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung,
maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta
didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya
menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah
zonasi yang sama.

Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah
zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar
wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Kota lain yang
terdekat.

Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah
Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah
Kota.

(5) Penyaluran ....




(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi

atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan
sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai
kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.

Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sampai dengan ayat (S) dilakukan sebelum

pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Kota tidak boleh:

a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan
belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi
ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional
pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan;
dan/atau

b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru
Pasal 31

Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan sesuai
dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil
rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepaia sekoiah dan
ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik
baru dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas kepala
sekolah.

Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 32

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf
e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah
Asbasrimn A: aalralal

Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah
yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli

yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
Paragraf 7
Pendataan Ulang
asal 33

Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf f dilakukan sebagai berikut:

a. sekolah .....




(1)

(2)

(3)

—~—~

pod
~—
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sekolah  melakukan pendataan ulang untuk
memastikan status peserta didik lama pada sekolah
yang bersangkutan; dan

pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh memungut biaya.

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 34

Perpindahan peserta didik antarsekolah dilaksanakan
atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan
kepala sekolah yang dituju.

Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah
yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan
persyaratan PPDB dan/atau sistem 2zonasi yang

A’O"I'lf' r]annon bﬂfﬂﬂ*’)ﬂﬂ naoaraotiiran M"))ﬂf]ﬁi’\n_
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undangan.

Pasal 35

Peserta didilz setara SD di negara lain dapat nindah
ke SD di Kota setelah memenubhi:

a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal,

b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur
jenderal yang membidangi pendidikan anak usia
Aians avnenAdidllonan Jmmmnen Aman cmnenAdidllomnan cmvsmenman ~n Ll
i, pcuuxuuxau, uasair, uaii PCLlUlult\all 11]C11Cllsa.1.t
sesuai dengan kewenangan; dan

c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan sekolah yang dituju.

Peserta didik setara di negara lain dapat diterima di

SMP di Kota seteiah:

a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain

yang membuktikan bahwa peserta didik yang

bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan
jenjang sebelumnya;

surai perfiyataan dari kepala sekolah asal;

c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur
jenderal yang membidangi pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
untuk calon peserta didik baru SMP; dan

tes kelayakan dan penempatan yang

diselenggarakan sekolah yang dituju.
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Pasal 36

1 Uvovl L NAAvLaas Jeasivas pPriiviiuancas LANJLAINIL 1228 (ST ey

informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1
(satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan
yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.




(2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan
informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas
7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh SMP yang hersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari
jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2),
maka sekolah yang bersangkutan wayjib

hahamii Na 3
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BAB IV
PELAPORAN
Pasal 37

(1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan
perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun
pelajaran kepada Dinas pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Dinas pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk
menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan
PPDB.

{3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran daiam
pelaksanaan PPDB melalui laman yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Y7

BAB WV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

(1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh
sekolah dan masyarakat di wilayahnya; dan

(2) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan
pengawasan dalam pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria pelaksanaan PPDB.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39
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teknis PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam
Peraturan Walikota ini.

BAB VII ......




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota 1m mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal (b er‘iembeQO21

X PALEMBANG,

£ M gARNOJOYO

Diundangkan di Palembang

pada tanggal

|p september 2021

"ARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

SEKTARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 2.6





